
GUBERNUR RIAU

PERATT'RAN GI'BERNT'R RIAU
NoMo lrnnuu 2cno

TENTANG
PERUBAHAN KTTIGA ATAS PIRATURAIT GUBERNUR RIAU NOMOR 9

TAIIUN 2OTA TENTANG TAMBAIIAII PTNGHASILAIV PFI}AWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTNI PROVINSI RIAU

Menimbang :

GttBERNItR RrAU,

bahwa untuk efektifrtas dan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi maka Peraturan
Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 9 Tahun 2OLB tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau, perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2Ol8 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatrun L945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
L957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 751
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor II2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a6l;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang Pembahan Kedua
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atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tantbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I
Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 20361
sebagaimana telah diubah dengan Peiatrrran Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perrrbahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huktrm
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9
Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2OL6
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Riau Nomor 6);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATIIRAN GIIBERIIIIR TENTANG PERUBAIIAN
KBTIGA ATAS PIRATT'RAN GT'BERIIUR RIAU NOMOR 9
TAIIUN 2OTA TENTANG TAI}IBAHAN PENGHASII,AN
PEGAUIAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAII
PROVIilSI RIAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Perahrran Gubernur Riau Nomor
9 Tahun 2Ol8 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2O2A tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9
Tatrun 2OI8 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintatr Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tatrun 2O2O Nomor 6), diubatt
sebagai berikut:
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Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka
setiap Pegawai tidak dibenarkan menerima
honorarium yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.

(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan honorarium bagi Pegawai yang bertugas
sebagai tenaga kesehatan atau tugas lainnya yffirg
berkaitan dengan penanganarr Corona Virus Disease
2OL9 (COVID-l9) dan dibayarkan kepada pegawai
paling banyak 1 (satu) honorarium.

Pasat II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundang€ul Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru- 

R RIAU,

R

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRBTARIS PROVINSI RIAU,

 JAYA

BERITA DAERAH VINSI zuAU TAHUN 2O2O NOMOR:

Pekanbaru
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